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ABSTRAK

EFEKTIVITAS FUNGSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONES |A
DAERAH (KPAID) DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN HAK-
HAK PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN LABUHANBATU
UTARA.

DINDA DESRIYANI HERAWATI
NPM : 1403100113

Anak sebagai generasi penerus bangsa, harapan degsan sudah
selayaknya sebagai negara yang bijak senantiasesdiea menjaga generasi
mudanya dari segala kemungkinan terburuk yang miangkjadi. Anak dapat
menjadi korban kekerasan di dalam kehidupan sehar; karena lemahnya
pengawasan orangtua sehingga anak mudah mengakddaralsan terhadap
dirinya. Berbagai bentuk kekerasan pada anak benpgayiksaan fisik,
pelecehan seksual, pengabaian, ekploitasi, danagandjan anak menjadi
bukti lemah perlindungan anak. Hal yang mendasargygelah dilakukan
Negara dalam rangka Perlindungan Anak adalah membodang-Undang
No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dawddhg-Undang tersebut
lahirlah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPA$ebagai lembaga
penyelenggara perlindungan anak.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut maka rurmasatah dalam
penelitian adalah bagaimana efektivitas fungsi KonRerlindungan Anak
Indonesia Daerah (KPAID) dalam meningkatkan pengawa hak-hak
perlindungan anak di Kabupaten Labuhanbatu Utaran [Ppenelitian ini
bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi Kdmierlindungan Anak
Indonesia Daerah (KPAID) dalam meningkatkan pengawa hak-hak
perlindungan anak di Kabupaten Labuhanbatu Utaretole yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dekriptif analisis ktetlf dan pengumpulan data
melalui wawancara.

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi KeinfPerlindungan
Anak Indonesia Daerah (KPAID) Labuhanbatu Utaraamalmeningkatkan
pengawasan dan perlindungan anak dapat dikatakdahsafektif. Hal itu
dibuktikan dengan sudah terpenenuhinya hak pentigdn anak yang terkena
kasus serta masyarakat sudah mengetahui mengergsi iiPAID dan sudah
merasakan hasil usaha dan manfaat dari saranardaargna yang diberikan
oleh KPAID. namun pelaksanaan fungsi dan tugasn¥?AIR masih ada
kendala yaitu dengan tidak kooperatifnya orang team penyampaian
pengaduan.

Kata Kunci: Efektivitas Komisi Perlindungan Anak I|ndonesia Daerah
(KPAID), Pengawasan, Perlindungafinak
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sasaran pembangunan di segala bidang yang dilakukak membina
kualitas anak pada bidang intelektual, emosiona slgiritual yang mampu
melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi peguram bangsa dan
negara pada masa yang akan datang. Generasi naataping sebagai objek,
adalah juga sebagai subjek pembangunan. Anak maopdagian dari
generasi muda yang berperan sebagai penerus @tparjuangan bangsa pada
masa yang akan datang. Anak mempunyai ciri dart Elasus, yaitu anak
secara fisik maupun mental belum memiliki kemampuatuk berdiri sendiri
sehingga anak memerlukan perlindungan dalam rangkanjamin
pertumbuhan dan perkembangan secara utuh, sesksias seimbang.

Anak sebagai generasi penerus bangsa di masa demka sudah
selayaknya sebagai negara yang bijak senantiasesdiea menjaga generasi
mudanya dari segala kemungkinan terburuk yang mangkjadi. Pembinaan
terhadap generasi muda harus selalu dilakukan &gkmgsungan hidup,
pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental sedekembangan
sosialnya tetap terjaga dengan baik.

Anak menjadi korban kekerasan di dalam kehidupahas- hari,
menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketikagalami kekerasan

terhadap dirinya. Berbagai bentuk kekerasan padk aeperti penyiksaan



fisik, pelecehan seksual, pengabaian, ekploitask atlan juga perdagangan
anak menjadi bukti lemah perlindungan anak.

Melihat kondisi anak-anak yang sangat memprihatink dan
permasalahan anak yang sangat dramatis dan memjliikeena dialami oleh
anak yang kemampuan fisik, mental dan sosialnyaimésrbatas untuk
merespon berbagai resiko dan bahaya yang dihadaplimpih tragis lagi jika
dicermati bahwa dalam berbagai kasus, permasalahsebut justru dilakukan
oleh pihak-pihak yang seharusnya berperan mengdanhmelindungi anak
terutama orangtua dan keluarga.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang le@spdan
menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut ytidgk selalu dapat
diatasi secara perseorangan, tetapi harus secasanf@sama dan menjadi
tanggungjawab bersama.

Pada hakikatnya, perlindungan anak adalah segetpatan yang
menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, ubhmmberkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan hddwmimartabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan ridiskasi, demi
terwujudnya anak Indonesia yang bekualitas, bedakhaulia dan sejahtera.

Satu hal yang mendasar yang telah dilakukan odgfara dalam rangka
Perlindungan Anak adalah dengan mengelurkan Unébmgng yaitu
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungaak. Undang-
Undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban amata semua hal terkait
perlindungan anak. dengan adanya Undang-Undandiharapkan agar anak-

anak Indonesia dapat terlindungi seutuhnya.



Mempedomani dari Undang-undang No. 35 Tahun 20dH4whsanya
anak itu sebuah amanah yang diberikan oleh Allailf Shg senantiasa harus
dijaga karena di dalam dirinya terdapat harkat,tab@t dan hak-hak sebagai
manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak memiliki Hak-Hak dasar yaitu :

1. Hak Hidup Lebih Layak, seperti berhak atas kasij)asg orangtua,
ASI ekslusif, akte kelahiran, dll.

2. Hak Tumbuh dan Berkembang, seperti Hak atas pdatidyang layak,
istirahat/tidur, makanan yang bergizi, belajar dammain.

3. Hak Perlindungan, yaitu seperti dilindungi dari &eksan dalam rumah
tangga, pelecehan seksual, tindak kriminal, darkemaan layaknya
orang dewasa, dan lain sebagainya.

4. Hak Berpartisipasi/Hak Partisipasi, setiap anak halkr untuk
menyampaikan pendapat, punya suara dalam musyawasialarga,
Hak berkeluh kesah, dan dapat memilih pendidikauaedengan minat
dan bakat, dan lain lain.

Bentuk implementasi dari Undang — Undang Nomor &buh 2014
Tentang Perlindungan Anak adalah dengan dibentulenghaga perlindungan
anak yang merupakan peran serta masyarakat dengatuan Pemerintah
sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 72 Undandarlg Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakanw@amasyarakaat
berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya unerpetan dalam

perlindungan anak. Peran masyarakat dapat dilakukeh perseorangan,



lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemddgaralembaga swadaya
masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaadaan usaha, daan
media massa. Maka Pemerintah membentuk lembagapenden yang
bernama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Menurut pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Rewingan Anak
Perubahan atas Undang-Undang Rl No. 23 Tahun 28@2Al bertugas
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemjadumnak dan
pemenuhan Hak Anak, memberikan masukan dan uswdamdperumusan
kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Amsngumpulkan data
dan informasi mengenai Perlindungan Anak, meneridean melakukan
penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenaiggeian Hak Anak,
melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak,Analakukan kerja
sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat didpiBarlindungan Anak
dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentadanya dugaan
pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Selain itu masih banyak yang harus dilakukan ol&lomisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pengawagaarlindungan
terhadap anak. Melihat banyak kasus yang terjadapenak anak Indonesia
terutama didaerah, salah satunya Kabupaten Labahanbtara dimana
terdapat 50 kasus yang terjadi pada anak. Yangatipada akurasi data tahun
2017 di mulai dari bulan Januari sampai dengan Nie¥. Kasus tersebut

dapat di lihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 1.1

Data Kekerasan Pada Anak dan Perempuan
Dari Januari s/d November

No. Bulan Jumlah Kasus
1 Januari 6 Kasus
2 Februari 4 Kasus
3 Maret 5 Kasus
4 April 4 Kasus
5 Mei 6 Kasus
6 Juni 3 Kasus
7 Juli 8 Kasus
8 Agustus 4 Kasus
9 September 7 Kasus
10 Oktober 2 Kasus
11 November 1 Kasus
Jumlah 50 Kasus

Sumber: Data KPAID Labuhanbatu Utara

Berasarkan uraian latar belakang masalah di atagka dapat
ditentukan judul penelitian yaitiEfektivitas Fungsi Komisi Perlindungan
Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Meningkatkan Peagawasan Hak-

Hak Perlindungan Anak di Kabupaten LabuhanBatu Utara”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang terpentiaikuédan sehingga
peneliti dapat terarah dalam membahas masalah akang diteliti mengetahui
batasan penelitian serta meletakkan pokok yang dkaji atau dibahas dalam

suatu penelitian.



Berdasarkan latar belakang masalah yang telatkamaidapat diambil
rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai beriBagaimana Efektivitas
Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia DaerahPAKD) Dalam
Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak Kdbupaten

LabuhanBatu Utara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akaapdii dalam suatu
kegiatan, dan setiap penelitian haruslah memilfkhadan tujuan yang jelas.
Tanpa adanya arah dan tujuan yang jelas, makaipandidak akan berjalan
dan mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian inialad untuk
mengetahui bagaimana Efektivitas Fungsi Komisi iRddngan Anak
Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Meningkatkan Pengama Hak-Hak
Perlindungan Anak di Kabupaten LabuhanBatu Utara.

2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dariepean ini adalah

sebagai berikut :

1) Untuk menambah pengetahuan mengenai efektivitagsfuKomisi
Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalammgaavasi hak
perlindungan anak.

2) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbanf@aran pada

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAIDpKipaten



LabuhanBatu Utara dalam meningkatkan Pengawasan-hdiak

perlindungan anak.

3) Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan meikdre sumbangan

bagi kepentingan dan perkembangan ilmu pengetalisaanping hasil

penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referestalam penelitian

selanjutnya.

D. Sistematika Penelitian

BAB |

BAB Il

BAB IlI

BAB IV

PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaditipe.
URAIAN TEORITIS

Pada bab ini berisikan dan menguraikan teori teptaonsep
efektivitas, Konsep Komisi Perlindungan Anak Indsiae
(KPAI), Konsep Pengawasan, dan Konsep Perlindungan
Anak.

METODELOGI PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan tentang jenis penelitianfinds
konsep, kategorisasi, kerangka konsep, teknik peaen
narasumber, teknik pengumpulan data, teknik armalisita,
dan lokasi penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini memuat tentang penyajian dan hasil

pengamatan dari narasumber.



BABV : PENUTUP
Pada Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penalitian
saran saran yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB Il

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah suatu kosa kata yang berasalbddrasa Inggris yaitu
effectiveyang berarti berhasil, ditaati, mengesankan, mbjadan mujur. Dari
arti diatas, maka kata yang paling tepat untuk ntenmma efektivitas adalah
sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kaniosah popular
mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggn, hasil guna atau
menunjang tujuan. Efektivitas selalu terkait dengahungan antara hasil yang
diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efgkgvdapat dilihat dari
berbagi sudut pandang dan dapat dinilai denganalgartcara dan mempunyai
kaitan erat dengan efisiensi.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencappiatu atau sasaran
yang telah di tentukan di dalam setiap organidesgjatan ataupun program.
Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupunasas seperti yang telah
ditentukan. Efektivitas merupakan suatu keadaagcapainya tujuan yang
diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaidkenp@an sesuai dengan
rencana yang telah digunakan.

Efektivitas dapat digunakan untuk mengukur suatujakeprganisasi
karena efektivitas merupakan kemampuan untuk dapahilih tujuan yang
tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapaanuyang telah ditetapkan.

Dengan kata lain, pelaksanan pekerjaan atau progtalalam organisasi
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dikatakan efektif apabila dapat memilih pekerjaaang harus dilakukan
dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuan.

Menurut Handoko (2003 : 7) efektivitas adalah mekdn pekerjaan
yang benardoing the rights things maksudnya bukan bagaimana melakukan
pekerjaan yang benar, tetapi bagaimana menemukkerjpan yang benar
untuk dilakukan dan memusatkan sumber daya danaugalla pekerjaan
tersebut.

Menurut Siagian (2001 :24) mengatakan bahwa efieas yaitu
pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana jaham tertentu secara
sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkanm$afjubarang atau jasa
kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menujukaberhasilan dari segi
tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkd&a hasil kegiatan tepat
sasaran berarti semakin tinggi efektivitasnya.

Georgopolus (1999 : 50) melakukan penilaian terpadektivitas,
mereka meninjau efektivitas dari sudut pencapaignah dan berpendapat
bahwa rumusan keberhasilan organisasi harus memparigkan bukan
sasaran organisasi saja, tetapi juga mekanismemyapertahankan diri dan
mengejar sasarannya, dengan kata lain, penilaiaktigtas harus berkitan
dengan masalah sarana maupun tujuan tujuan organisa

Menurut Kurniawan (2005:109) dalam bukunya TranfasmPelayanan
Publik mendefinisikan efektivitas adalah kemampuagslaksanakan tugas,
fungsi (operasi kegiatan program atau misi) darpadatu organisasi atau

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegatigatara pelaksanaanya.
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Menurut Steers (1985:87) efektifitas adalah jangkawsaha suatu
program sebagai suatu sitem dengan sumber dayaataman tertentu untuk
memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkandea sumber daya
itu serta tanpa memberikan tekanan yang wajar texphpelaksanaanya.

Beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas diggepulkan bahwa
efektivitas adalah merupakan suatu konsep yangasqramnting karena mampu
memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatanigesi dalam
mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. li2éerapa pendapat para
ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakatuskonsep yang bersifat
multidimensional artinya dalam mendefinisikan efekas berbeda-beda
sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupumidnj akhir dari efektivitas
adalah pencapaian tujuan yang dilaksanakan derggat $esuai dengan yang
telah direncanakan. Sebagaimana yang dikemukakah blandayaningrat
(1996 : 16) bahwa “Efektivitas adalah pengukuraramia arti tercapainya
sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”, jadbaa tujuan tersebut telah
dicapai baru dapat dikatakan efektif.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, déifgkukan melalui
konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satkiofauntuk menentukan
apakah perlu dilakukan perubahan signifikan terpadgentuk dan manajemen
organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitasrup@kan pencapaian tujuan
organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yanglikiinsecara efisien,

ditinjau dari sisi proses masukangut), maupun keluararo(itpu.
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Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputieisediaan
personil, sarana dan prasarana seta metode dan yarde digunakan. Suatu
kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan deniganar dan sesuai dengan
prosedur, sedangkan dikatakan efektif apabila kagiaersebut dilaksanakan
dengan benar dan memberikan hasil yang bemanfaat.

1. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu Kahg sangat
sederhana karena efektivitas dapat dikaji dari &gab sudut pandang dan
tergantung dari siapa yang menilai serta menginésgntasikannya. Bila
dipandang dari sudut produktivitas, maka seorangnajea produksi
memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti itasaldan kuantitas
(outpud barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan manthngkan antara
rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyatay yelah diwujudkan.
Namun, jika hasil usaha atau hasil kerja dan tiadakang dilakukan tidak
tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapau atasaran yang
diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektiv.

Menurut Steers (1985:46-48) dalam bukunyektivitas Organisasi”
menyebutkan beberapa ukuran dari pola efektivitggjtu Kualitas,
Produktifitas, Efisiensi, Penghasilan, PertumbuHa@manfaatan Lingkungan,
Stabilitas, Semangat Kerja, Motivasi, Kepuasaanpadkeian, dan Keluwesan

Adaptasi.



13

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan Steers :@®85maka
ukuran efektivitas merupakan suatu standart akapebteihnya sasaran dan
tujuan yang akan dicapai. Selain itu terdapat iattik ukuran efektivitas
program sebagai suatu sistem yang menunjukkan dinglejauh mana
organisasi melaksanakan fungsi-fungsinya secaramaptberdasarkan pada
indikator, yaitu : (a) kejelasan dan efektivitaguan program, (b) kejelasan
strategi pencapaian, (c) perumusan kebijakan progyang mantap, (d)
penyusunan program yang tepat, (e) penyediaan aadan prasarana, (f)
efektivitas operasional dan fungsional program, @gktivitas sasaran
program, (h) efektivitas individu dan unit kerjal@la pelaksanaan kebijakan.
Disamping itu adanya evaluasi apabila terjadi lk&sah pengertian pada
tingkat produktivitas yang dicapai, sehingga akaercdpai suatu
kesinambungan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengukuefaktivitas
merupakan penilaian, dalam arti tercapainya sasgeary telah ditentukan
sebelumnya dengan sasaran yang tersedia.

2. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Sutrisno (2011:125) ada empat kelompok ali yang
berpengaruh terhadap efektivitas, ialah :

(a) karakteristik organisasi, termasuk struktur deganisasi,

(b) karakteristik lingkungan interen dan lingkungsdsteren,

(c) karekteristik karyawan,

(d) kebijakan praktik manajemen,
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Menurut Gibson et. Al (1992:28), bahwa terdapattdaifaktor yang

mempengaruhi efektivitas antara lain :

(a) Kemampuan, kemampuan yang dimaksud adalah kpoeam
seseorang dalam dirinya, baik kemampuan teknik mmaueknik
umum.

(b) Keahlian, keahlian adalah kemampuan spesifikigyadimiliki
seseorang untuk menangani masalah teknis terterdglamd
pekerjaan terutama dalam pelaksanaan program-progemgiatan
dalam suatu organisasi.

(c) pengetahuan, pengetahuan merupakan suatu kemampang
diperoleh dari pengembangan diri melalui penelusketimuan.

(d) Sikap, sikap adalah kepribadian yang terceman wujud perilaku
seseorang dengan sikap yang baik maka efektividakpanaan
suatu kegiatan atau program dapat dilakukan dehganpula.

(e) Motivasi, motivasi merupakan suatu dorongangyaimbul dari
dalam diri seorang untuk melakukan suatu kegiatan.

(f) Stress, stress adalah tekanan yang timbuladkékanan lingkungan

di luar diri manusia seperti pekerjaan yang dilakuk

B. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
1. Pengertian Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Komisi Perlindungan Anak Indonesia disingkat KP&dalah sebuah
lembaga negara yang bersifat independen, dibenteikalsarkan amanat
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang sudah diirevé&njadi Undang-

Undang No. 35 tahun 2014.
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Nama dari Komisi Perlindungan Anak yang setara gdennama
Komnas HAM dan Komnas Perempuan, karena sama — shnmzentuk
berdasarkan Undang — Undang atas keputusan Predsidénterlebih dahulu di
pakai oleh LSM yang pembentukannya dilakukan melakia notaris, ketika
dalam pembahasan RUU perlindungan anak, antara BSNSPR dan wakil
Pemerintahan di sepakati untuk mencari dan mendgunaama Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), karena LSM &bt tidak bersedia
mengganti nama baru.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejaggangan Lembaga
Komisi-komisi milik Negara lainnya, seperti KomiBemberantasan Korupsi
(KPK), Komisi Pemilihan Umun (KPU), Komisi Nasiondlak Asasi Manusia
(Komnas HAM), Komisi Penyiaran Indonesia(KPI), KaniYudisial (KY),
dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

Status sebagai komisi Negara yang independen,shhebas dari
intervensi dari berbagai pihak kekuasan dalam rangkmenuhan hak dasar
perlindungan anak secara nasional atau daerah. ddehkgta lain setiap
anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia baikasgoribadi maupun
kelompok memiliki resiko dalam melindungi hak-haka&. Apabila budaya
masyarakat Indonesia yang masih beranggapan balhwsaru anak adalah
bagian dari privasi keluarga yang tidak perlu metidan orang lain apalagi
KPAI, Namun UU Perlindungan Anak menolak terhadapthrsebut sehingga
KPAI memiliki wewenang untuk melakukan perlindungearhadap hak-hak

anak baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maygublik.
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2. Kelembagaan KPAI Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggRarlindungan
Anak, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tal2@i4 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 terRanigndungan Anak
dan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 teramgisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI) perlu ditetapkan Pedoman pemibkan Komisi
Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di Pnevidan Kabupaten/
Kota.

KPAID adalah lembaga independen yang dibentuk dBibernur,
Bupati/Walikota untuk mendukung pengawasan penyggjaraan Perlindungan
Anak di Daerah. Berdasarkan pasal 74, pasal 75pdaal 76 dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentangbpetukan
kelembagaan KPAI dan KPAID.

Hubungan antara KPAI dan KPAID bersifat koordifakonsulatif,

dan integratif yang diatur dalam pedoman keputusamor : SK- 13/ KPAI

/2015.
3. Tugas dan Fungsi KPAI
Bedasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penhigdn Anak,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai tugas
1) Melakukan sosialisasi seluruh peraturan perundargogan yang
berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkata da@an

informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakyerelaahan,
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pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap |@eggeaan

perlindungan anak ;

2) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbankgapada
presiden dalam rangka perlindungan anak.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, UU No. 23 Tahun 20&x&ang
Perlindungan Anak direvisi menjadi UU No. 35 Tahf@@14, yang salah
satunya merinci tugas KPAI sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pergaduran

pemenuhan Hak Anak;

b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan akeiij

tentang penyelengaraan Perlindungan Anak;

c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindangnak;

d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduagyahd&at

mengenai pelaggaran Hak Anak;

e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaan Hak;Anak

f. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentukydtakat

dibidang Perlindungan Anak; dan

g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentarangd dugaan

pelanggaran terhadan Undang-Undang.
4. Dasar Hukum Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
a. Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kessjahah Anak

b. Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2014
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c. Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

d. Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Siftemadilan
Anak Indonesia

5. Tujuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Adapun yang menjadi tujuan dari Komisi Perlindundarak Indonesia
sebagai berikut :

a. Meningkatkan pemahaman dan peran serta masyaraii@amd
perlindungan anak;

b. Membangun sistem dan jenjang pengawasan Perlindusmzk;

c. Meningkatkan jumlah dan kompetensi pengawas pertigdn anak;

d. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas lego pengawasan
perlindungan anak;

e. Meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitlg/anan
pengaduan masyarakat;

f. Meningkatkan kinerja organisasi KPAI

C. Pengawasan

Menurut Sukanto (2007:95) pengawasan adalah segséda dan
kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yselgenarnya mengenai
pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuaindeageestinya atau tidak.
Dimana langkah paengawasan yang baik yaitu :

1) Menentukan standar pengawasan
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Sebagai alat ukur wuntuk menggambarkan pengawasang ya
dikehendaki, dapat berupa standar waktu, kualitésu astandar
keuangan.

2) Melakukan penilaian terhadap objek pengawasan

Membandingkan standar dengan hasil kerja atau pataan kegiatan

(mengukur hasil kerja yang dilaksanakan), atau dengata lain

menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat.

3) Melakukan tindakan koreksi atau sanksi terhadaprgaran

Yaitu melakukan tindak perbaikan terhadap suatwipgpangan yang

berarti, supaya proses pelaksanaan dilakukan selemgian ketentuan

dan tujuan yang dihasilkan sesuai engan rencana.

Menurut Griffin (2004: 44) berbagai fungsi managmdilaksanakan
oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuamrosgsi. Fungsi-fungsi
yang ada didalam manajemen diantaranya adalah ifupgsencanaan
(Planning, fungsi pengorganisasian O(ganizing, fungsi pelaksanaan
(Actuating dan fungsi pengawasag@d@ntrolling). Keempat fungsi manajemen
tersebut harus dilaksanakan oleh seorang managarasderkesinambungan,
sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasigd@®easan merupakan
bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agacaren yang sudah
ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisie

Menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah 20817),
mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai prdaksn menetapkan

ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang tapaendukung
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pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengammk@ng telah ditetapkan
tersebut.

Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006: 30&)yatakan bahwa
pengawasan merupakan sebagai proses pemantauamja kikaryawan
berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, mehkaastikualitas atas
penilaian kinerja dan pengambilan informasi yangadalijadikan umpan balik
pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para keaya
mencakup dan melingkupi tujuan organisasi. Haleigus akan mempengaruhi
sikap, cara, sistem, dan ruang lingkup pengawasaig yakan dilakukan oleh
seorang manajer. Pengawasan sangat penting dilalalgh perusahaan dalam
kegiatan operasionalnya untuk mencegah kemungkinterjadinya
penyimpangan—penyimpangan dengan melakukan tindakaeksi terhadap
penyimpangan tersebut untuk mencapai tujuan yatah tditetapkan oleh
perusahaan sebelumnya.

Menurut Harahap (2001:14), Pengawasan adalah kebeln sistem,
teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh a®pratasan untuk
menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan odeim dalam organisasi
benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mahgpada upaya mencapai
keseluruhan tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Maringan (2004: 61), pengawaskaala proses

dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksangsekerjaan yang
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dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, peritugkgn, kebijakan yang
telah ditentukan.

Selain itu menurut Dessler (2009: 2), menyatakahwaapengawasan
(Controlling) merupakan penyusunan standar, seperti kuota glanjustandar
kualitas, atau level produksi; pemeriksaan untukgkaji prestasi kerja aktual
dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkaengadakan tindakan
korektif yang diperlukan.

Menurut Terry dalam Hasibuan (2001 : 242) pengawadapat di
definisikan sebagai proses penentuan, apa yangs lHoapai yaitu standar,
apa yang sedang dilakukan vyaitu pelaksanaan, mepgtaksanaan dan
melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksasesunai dengan rencana
yaitu selaras dengan standar.

Menurut Siagian (2003:30), bahwa pengawasan adalsmantau
aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perwmalegar tetap berjalan
kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jperidkan.

Menurut Athoillah (2010:114) pengawasan adalah wsu&egiatan
manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-peketjdaksana sesuai
dengan rencana yang ditetapkan dan mencapai hasity yikehendaki.
Langkah — langkah pengawasan adalah :

1. Memeriksa

2. Mengecek

3. Menginspeksi

4. Mengatur

5. Mencegah sebelum terjadi kegagalan.
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Secara umum ada tiga langkah pokok dalam prosegap&san menurut

Manullang (2012:184) antara lain :

1)

2)

3)

Menetapkan Alat Pengukur (standar)

Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bwma pada
umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan umappada
rencana-rencana bagian. Dengan kata lain dalamamaniculah pada
umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan
Mengadakan Penilaian

Fase kedua dalam proses pengawasan adalah metilaie@aluasi
dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil enpa&n
dengan alat ukur (standar) yang sudah ditentukan.

Mengadakan Tindakan Perbaikan

Hal pertama yang perlu dianalisis apa yang menyaab
penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Maka perllayyaran
secara berkala tentang Pelaksanaan tugas. Makanperllaporan
secara berkala tentang pelaksanaan tugas, kettkahaliketahui apa
yang menyebakan terjadinya penyimpangan, barulatdakian

perbaikan diambil.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka digatbil kesimpulan

bahwa pengawasan merupakan suatu tindakan pemansdaa pemeriksaan

kegiatan perusahaan untuk menjamin pencapaiannigesuai dengan rencana

yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakaskkif yang diperlukan

untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang adalusebga. Pengawasan
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yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekeggar dapat terlaksana
dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungakher dari proses
manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas meiboo dan mengevaluasi
aktivitas perusahaan agar target perusahaan terdagagan kata lain fungsi
pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapk@a faingsi perencanaan

telah tercapai.

D. Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 menentukamva
perlindungan anak adalah segala kegitan untuk nmenjdan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembday berpartisipasi,
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatarkesiaan, serta
mendapat perlindungan ari kekerasan dan diskriminas

Menurut Maidin Gultom (2008:33) perlindungan anakalah segala
usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi aggtrap anak dapat
melaksanakan hak dan kewajibanya demi perkembailgain pertumbuhan
anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Menurut Arif Gosita (1989:19) perlindungan anak opakan
perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakemgan demikian
perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bikahglupan bernegara dan
bermasyarakat.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara ebérhn dan
memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan mapurambk itu sendiri,

sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidakakigat negatif.
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Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertangjgwab dan bermanfaat
yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dameafi$Jsaha perlindungan
anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatigdtivitas dan hal — hal lain
yang meneyebabkan ketergantungan kepada orangldairberperilaku tidak
terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuaan kemauan
menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewaji&aajibannya.

Sedangkan menurut Atmasasmita (1997:83) menddfamsi
perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakatisk@lan situasi yang
memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anakrasecmanusiawi
positif.

Menurut Triyanto (2013:160) mendefinisikan perlindgan anak adalah
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi ashak hak-haknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta pangarlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak mencakapg lingkup
yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tid@aya mengenai
perlindungan atas jiwa dan raga anak, tapi mencaghua perlindungan atas
semua hak serta kepentingannya yang dapat menjaeitumbuhan dan
perkembangan yang wajar, baik secara rohaniah gjaismaupun sosialnya.

Mempedomani Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014gya
menyatakan bahwa yang berhak dalam memberikamgengan terhadap anak

adalah :
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1. Negara

Negara berkewajiban dan bertanggung jawab menghiopeanenuhan
Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golpjgas kelamin, etnik,
budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelaldean kondisi fisik dan/atau
mental. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, Negakdwajiban untuk
memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. afadoerkewajiban dan
bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, raresadan ketersediaan
sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pemjaduinak. Negara
menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesegdnter Anak dengan
memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wall arang lain yang secara
hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Negara mémjaAnak untuk
mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapei sengan usia dan
tingkat kecerdasan Anak
2. Pemerintah

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemeraudalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemtesimtnegara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Uridasgr Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab noengti
pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agamiagobongan, jenis
kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukuatamuikelahiran, dan kondisi

fisik dan/atau mental.
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Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, Pemerintah bejlean dan
bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksariad{a@jakan di bidang
penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pemerintah Wwejkein dan bertanggung
jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, darsdé@iaan sumber daya
manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anakiefgah menjamin
perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Aeagan memperhatikan hak
dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain ysegara hukum bertanggung
jawab terhadap Anak. Pemerintah menjamin Anak untaknpergunakan haknya
dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan ustanglat kecerdasan Anak
3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, darketalserta perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahameriB@ah Daerah
berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati peha Hak Anak tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelaetnik, budaya dan
bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan koinslisdan/atau mental.

Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanddeijakan,
Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggundjantak melaksanakan dan
mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggakeatindungan Anak di
daerah. Kebijakan dapat diwujudkan melalui upayserala membangun
kabupaten/kota layak Anak. Ketentuan lebih lanjuengenai kebijakan
kabupaten/kota layak Anak dalam Peraturan Presiden.

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungbjawemberikan

dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sualgar manusia dalam
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penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pemerintah Bameajamin perlindungan,
pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan meatigarhhak dan kewajiban
Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara husertanggung jawab terhadap
Anak. Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk megyp®kan haknya dalam
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia danttkepgerdasan Anak
4. Masyarakat

Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelomg@ak, organisasi
sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Kewajiben tanggung jawab
Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakafalui kegiatan peran
Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan A¢ekajiban dan tanggung
jawab Masyarakat dilaksanakan dengan melibatkaanisgsi kemasyarakatan,
akademisi, dan pemerhati Anak.
5. Orangtua

Ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atauribatau ayah dan/atau
ibu angkat.
Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungikA

b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampakat, dan

minatnya;
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Arek; d
d. memberikan pendidikan karakter dan penanamanknubi pekerti pada

Anak.
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Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diket&eberadaannya, atau
karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajdn tanggung jawabnya,
kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepadaakga, yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga
6. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yemdiri atas suami
istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayahataknya, atau ibu dan anaknya,
atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke ataskatdawah sampai dengan
derajat ketiga.

7. Wali

Orang atau badan yang dalam kenyataannya menjal&akaiasaan asuh
sebagai Orang Tua terhadap Anak. Dalam hal Orarggdemn Keluarga Anak
tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggunghaseseorang atau badan
hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjukgseb&ali dari Anak yang
bersangkutan. Untuk menjadi Wali dari Anak dilakukenelalui penetapan
pengadilan. Wali yang ditunjuk memiliki kesamaamgin agama yang dianut
Anak. bertanggung jawab terhadap diri Anak dan lwajiengelola harta milik
Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbagk Avaak.

1. Bentuk — bentuk Perlindungan Anak

Menyelenggarakan perlindungan anak, PemerintatmeRetah Daerah,
dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan begtantg jawab untuk
memberikan Perlindugan Khusus kepada anak. Pergaiu Khusus bagi anak

dilakukan melalui upaya :
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a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dahiltelsasecara
fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan pemnydkin gangguan
kesehatan lainnya;

b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan spemalihan;

c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasalkddmarga tidak
mampu; dan

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada sepiases
peradilan.

Adapun perlindungan khusus kepada Anak di berikepa€ia :

a. Anak dalam situasi darurat, adapun yang menjadk atalam situasi
darurat yaitu, anak yang menjadi pengungsi, anakad kerusuhan,
anak korban bencana alam dan anak anak dalam isikosaslik
bersenjata.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum, perlindungasushbagi anak
yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalyerigkuan secara
manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesugademmurnya,
b) pemisahan dari orang dewasa, c) pemberian barttuaum dan
bantuan lain secara efektif, d) pemberlakuan kagiatkreasional, e)
pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atalkpandain yang
kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martadatderajatnya, f)
penghindaran dari penjatuhan pidana mati atau pidgumur hidup,
g) penghindaran dari penangkapan, penahanan, &tajarp, kecuali

sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang pasimgkat, h)
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pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yangeldij tidak

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umun,
penghindaran dari publikasi atas identitasnya, jemperian

pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang diperoésh anak, k)
pemberian advokasi sosial, |) pemberian kehidupaibagdi, m)

pemberian aksesbilitas, terutama bagi Anak penyamn@asabilitas, n)

pemberian pendidikan, o) pemberian pelayanan keésehdan, p)
pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peratpeaundang-
undangan.

. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, patlingan khusus bagi
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi melapgnyediaan
prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayaeyndiri,

mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendian

menggunakan bahasanya sendiri.

. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ataiasoperlidungan
khusus bagi Anak yang diekploitasi secara ekonoam/atau seksual
dilakukan melalui : a) penyebarluasan dan/atauafieasi ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan deRgalndungan
Anak vyang dieksploitasi secara ekonomi dan/atauswsdk b)

pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi danped)batan

berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga gwadesyarakat
dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak sekaremmi dan/atau

seksual.
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. Anak yang menjadi korban penyalahgunnaan narkodl&phol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya, perlindungkinusus bagi anak
yang menjadi korban penyalahgunnaan narkoba, alkpBikotropika,
dan zat adiktif lainnya dilakukan melalui upaya @awasan,
pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Anak yang menjadi korban pornografi pelindungamdds bagi anak
yang menjadi korban pornografi dilaksanakan melalupaya
pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosisgéhleéan fisik dan
mental.

. Anak dengan HIV/AIDS, perlindungan khusus bagi kardengan
HIV/AIDS dengan melalui upaya pengawasan, penceggberawatan,
dan rehabilitasi.

. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau pexdgan,
perlindungan khusus bagi anak korban penculikanjua¢an, dan/atau
perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasanljng@ngan,
pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, pdungan khusus bagi
anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dilakukielalui upaya :
a) penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peratperundang-
undangan yang melindungi anak korban tindak keleragan, b)
pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi

Anak korban kejahatan seksual, perlindungan khbsigs anak korban

kejahatan seksual dilakukan melalui upaya : a) adukentang
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kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai késarsj b) rehabilitasi
sosial, ¢) pendampingan psikososial pada saat patgo sampai
pemulihan, d) pemberian perlindungan dan pendanapirnpda setiap
tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuamyusampai dengan
pemeriksaan di sidang pengadilan.

. Anak korban jaringan terorisme, perlindungan Kkisudeagi anak
korban jaringan terorisme dilakukan melalui upayg edukasi tentang
pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme, b)n&eling tentang
bahaya terorisme, c¢) rehabilitasi sosial, d) pendagan sosial.

Anak penyandang disabilitas, perlindungan khususgi banak
penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya pejlakuan Anak
secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak l@nagemenuhan
kebutuhan khusus, c) perlakuan yang sama dengak laimeya untuk
mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan peibgegan
individu, d) pendampingan sosial.

. Anak korban perlakukan salah dan penelantaramindangan khusus
bagi anak korban perlakuan salah dan penelantatakukan melalui
upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konsedhalibilitasi
sosial, dan pendampinngan sosial.

. Anak dengan prilaku sosial menyimpang, perlindimgausus bagi
anak dengan prilaku sosial menyimpang dilakukanatnebimbingan
nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehalslitesosial, dan

pendampingan sosial
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0. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabekrkait dengan
kondisi orang Tuanya, perlindungan khusus bagi ayerkg menjadi
korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengamdisi orang tuanya
dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosialhndpendampingan
sosial.

2. Pengertian anak
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBipk aadalah

keturunan kedua. Dalam konsidren Undang — Undang 3%oTahun 2014
Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa analkabhdananah dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat dtadan martabat
sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potlEam generasi penerus
cita — cita perjuangan bangsa, memiliki peran sgigtdan mempunyai ciri dan
sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksisteasgsa dan negara pada
masa depan.

Anak dari Aspek Sosiologis, Aspek sosiologis péirage anak itu
menunjukan bahwa anak sebagai makhluk sosial ciptdeah SWT yang
senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyaraiagsa dan negara.
Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompokaogang berstatus lebih
rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berakisr

Arti anak dari aspek sosial ini lebih mengarahkeata perlindungan
kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang ikinoleh anak sebagai
wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa.

Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anaddgrada proses

pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosiatlaaisakibat usia yang belum
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dewasa. Faktor keterbatasan kemampun daya nalakalzhsi fisik dalam
pertumbuhan atau mental spritual yang berada dibawetompok usia orang
dewasa.

Dari aspek ekonomi, status anak sering dikelompokada golongan
yang non produktif. Jika terdapat kemampuan ekonygang persuasif dalam
kelompok anak, kemampuan tersebut dikarenakan amaéngalami
transformasi finansial yang disebabkan dari tegadiinterkasi dalam
lingkungan keluarga yang berdasarkan nilai kemaaursi

Kenyataan dalam masyarakat sering memproses araskraalakukan
kegiatan ekonomi atau kegiatan produktivitas yaaga menghasilkan nilai —
nilai ekonomi.

Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi, raeaty pada
konsepsi kesejahteraan anak yang ditetapkan oletatign— Undang No. 4
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah ha&i amak yang harus
diusahakan bersama.

Anak dari Aspek Agama, pandangan anak dalam peagereligius
akan dibangun sesuai dengan pandangan Islam yamgpensmudah untuk
melakukan kajian sesuai dengan konsep-konsep AtQuian Hadis Nabi
Muhammad SAW yaitu anak sebagai suatu yang mulcudekannya. Anak
memiliki atau mendapat tempat kedudukan yang istimelalam Nash Al-
Quran dan Al Islam harus diperlakukan secara mamuisidan diberi

pendidikan, pengajaran, keterampilan dai akhlak- Ndharimah agar anak
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tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mealgadikan diri untuk

memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang lsiindu

3. Hak Anak

Berikut hak dari anak-anak :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, bebkeg, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat rdartabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari &s&er dan

diskriminasi

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai idediitadan status
kewarganegaraan.

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamaey#kir, dan

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan danyas dalam
bimbingan orang tua.

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanpasdrkan, dan
diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karsnatu sebab
orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembarak,aatau
anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebldhedrasuh atau
diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat odety dain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undanganbyataiu.
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatanadcinan
sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,sgdritlan sosial.
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan paragajdalam

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kesardg/a sesuai
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8)

9)
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dengan minat dan bakatnya. Khususnya anak yang andayng
cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasaangkan
bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak nagadkan
pendidikan khusus.

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar penmdapat
menerima, mencari, dan memberikan informasi seslgmgan
tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembadgarya
sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memakdaatvaktu
luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermaim,bdereasi
sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdadami
pengembangan diri.

Setiap anak yang menyandang cacat berhak mempeeiiabilitas,

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejame@sial.

10)(1) setiap anak selama dalam pengasuhan orangvéllia atau pihak

lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasubernak
mendapat perlindungan dari perlakuan :

a. Diskriminasi;

b. Ekplositasi, baik ekonomi maupun seksual;

c. Penelantaran;

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiyaan;

e. Ketidakadilan;

f. Dan perlakuan salah lainnya.
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12)

13)

14)

15)
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(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh andlakukan segala
bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam aygat nfaka

pelaku dikenakan pemberatan hukum.

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangytuaendiri, kecuali
jlka ada alasan dan/atau aturan hukum yang menanjllahwa
pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik kamak dan
merupakan pertimbangan terakhir.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlinduoiigei :

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata;

c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;

d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unskerksan;

e. Perlibatan dalam peperangan.

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dsasaran
penganiyaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukumanry yalak

manusiawi

Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasanas dengan
hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidamarp anak
hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yamtalbedan

hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(1) setiap anak yang dirampas kebebasannyakerituk :

a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penanmpet

dipisahkan dari orang dewasa,;
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b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya aesfaktif
dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;

c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan peitaadnak
yang objektif dan tidak memihak dalam sidang temutintuk
umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaketsan seksual
atau yang berhadapan dengan hukum berhak diralaasiak

a. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tirgddé&na

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan kinny
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METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitaradalah metode
deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitwogedur pemecahan masalah
yang diselidiki dengan pengamatan dengan cara naeniggrkan keadaan
objek penelitian pada saat sekarang berdasarkaa-fakta yang ada.

Sugiyono (2011:11) mengatakan bahwa secara teopgnelitian
kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan dendiri (peneliti)
sebagai instrument penelitian. Dalam pelaksanaaelp@n akan mengikuti
asumsi-asumsi kultural sekaligus mengukti datd&amdamencapai wawasan-
wawasan imajinatif ke dalam dunia sosial informasimana peneliti
diharapkan fleksibel dan relatif tetapi tetap mampangatur jarak.

Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana Bféksi Fungsi
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAIDAl&n Meningkatkan
Pengawasan Hak-Hak Perlindungan Anak di Kabupat#muhanBatu Utara
yang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menceipaan kebenaran sesuai

dengan fenomena yang ada.

B. Kerangka Konsep
Kerangka konsep merupakan abstraksi yang terbesiakkgeneralisasi

dari hal-hal khusus. Oleh karena itu, konsep metapabstraksi maka konsep
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tidak dapat langsung diamati atau diukur. Konsepyhadapat diamati atau

diukur melalui konstruk atau yang lebih dikenal gam nama variabel.

Kerangka konsep dari penelitian adalah sebagakinteri

Gambar 3.1

Kerangka Konsep

Undang-undang No
35 Tahun 2014
tentang
Perlindungan Anak

KOMISI
PERLINDUNGAN
ANAK
INDONESIA
DAERAH (KPAID)

Tercapainya tujua
dibentuknya Komisi
Perlindungan Ana
Indonesia Daera
(KPAID) dalam

meningkatkan
pengawasan Hak-Ha
perlindungan anak.

C. Definisi Konsep

EFEKTIVITAS
FUNGSI KOMISI
PERLINDUNGAN

ANAK INDONESIA
DAERAH (KPAID)

Tercapainya tujuan
dan sasaran

Adanya strategi
pencapaian
Tersedianya saran
dan prasarana

Nawawi (1991:43) mengemukakan, konsep adalahas@tau definisi

yang digunakan untuk menggambarkan secara abstepkdin, keadaan,

kelompok atau individu yang menjadi pusat perhaifia sosial.
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Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian inpadalidefinisikan
sebagai berikut ;

a. Efektifitas merupakan suatu taraf sejauh mana ai@N
kesejahteraan melalui usaha dan proses dalam nmensagtu tujuan
dan target sasaran yang hasilnya diharapkan dagambhemuhi dan
memperhatikan kepentingan orang banyak dan dapatsakan
manfaatnya bagi orang banyak.

b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalahatsulembaga
independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan négpdadang
untuk memberikan perlindungan terhadap anak Indanes

c. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari sekagiatan
organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaag sedang
dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditatap&belumnya.

d. Perlindungan anak merupakan suatu bentuk usah& umnjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya baik secara rohaasmani, maupun
sosialnya demi perkembangan dan pertumbuhan arakase/ajar baik

fisik, mental dan sosial.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukan bagaimana cara mengukutu suariabel
penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yewegjadi kategorisasi
penelitian pendukung untuk analisis dari variakesébut.

Adapun yang menjai kategorisasi dalam penelitiamadalah :

1) Tercapainya tujuan dan sasaran
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2) Adanya strategi pencapaian

3) Tersedianya sarana dan prasarana

E. Narasumber

Menurut Sugiyono (2012 : 208) dalam penelitian ka#f teknik
sampling yang sering digunakan adalah purposive pbag Purposive
sampling adalah teknik pengambilan sumber data aengertimbangan
tertentu, misalnya pertimbangan dengan memilih @ngang dianggap paling
tahu tentang apa yang kita harapkan akan memudalplesoeliti dalam
menjelajahi objek sosial yang diteliti.

Narasumber adalah orang yag diharapkan dapat miédabenformasi
tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pé&mem narasumber pada
penelitian ini dilakukan dengan teknik purposivendna pemilihan dipilih
secara sengaja berdasarkan kriteria yang telamtdkan dan ditetapkan
berdasarkan tujuan penelitian. Dengan demikian malkeasumber dalam
penelitian ini yaitu :

1. Ketua KPAID Labuhanbatu Utara
2. Sekretaris KPAID Labuhanbatu Utara

3. Masyarakat selaku orang tua korban (3 orang)

F. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dapatddipertanggung
jawabkan maka penulisan menggunakan 2 (dua) te@tailam pengumpulan

data dalam penelitian ini, yaitu :
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1. Data Primer

Yakni pengumpulan data yang dilakukan secara lamgqada lokasi

penelitian yang akan diteliti. Data primer yaitu :

a. Wawancara, Bungin (2003 : 13) mengartikan wawancaiaagai
proses percakapan dengan maksud merekonstruksiema&ngrang,
kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasd@an sebagainya
yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang gajkan
pertanyaan dengan yang diwawancarai.

b. Observasi, pengamatan dan pencatatan dengan disteerhadap
fenomena - fenomena yang diteliti. Dengan demikiaetode
observasi bisa digunakan daan dilakukan untuk ratlidaan
mengamati fenomena-fenomena yang dimaksud.

c. Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data metaknghimpun
data yang tertulis dan tercetak.

2. Data sekunder

Melalui studi kepustakaan peneliti menggunakan-data yang relevan

dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipbralari referensi

buku, jurnal, e-book, perundang- undangan dan blog.

G. Teknik Analisis Data
Analisa data sebagai proses yang merinci usaharsdormal untuk
menemukan tema dan merumuskan seperti yang disaraddn sebagai usaha

memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian ahale&ta adalah proses



44

mengukur urutan data, mengorganisasikan kedalabtn puda kategorisasi dan
satu uraian dasar.
Menurut Miles dan Huberman (2007 : 173) aktividatam analisis data

yaitu reduction, data display, dan conclusion dregirerification.

Data
Collection

Data
Display

v

A

Data
Reductiol

Conclusion
Drawinng/
Verifying

Gambar 3.2
Teknik Analisis Data Miles dan Huberman

a. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hangy pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tdarapolanya.
b. Penyajian Data
Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adplahyajian data.
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapaiklikan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategorsdgmisnya.
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c. Verivikasi/Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian kualititaif adalah npakan temuan baru
yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapapdeataksripsi atau
gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelaimgga setelah diteliti
menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atmwmaktif, hipotesis, atau

teori.

H. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari Tat2018 di kantor
Komisi Perlindungn Anak Indonesia Daerah (KPAID)K@aten Labuhanbatu
Utara.
I.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAIRabupaten
Labuhanbatu Utara yang beralamat di Jalan Koptu rvah Lubis Aek
Kanopan dibentuk pada Tanggal 23 Juni 2015 berkasafeputusan Bupati
Labuhanbatu Utara Nomor : 463/154/BKBPPPA/2015.

1. Visi dan Misi KPAID Kabupaten Labuhanbatu Utara

Visi KPAID Kabupaten Labuhanbatu Utara: Terjamirergenuhi dan

Terlindunginya Hak-Hak Anak di Kabupaten Labuhanbdtara

Misi KPAID Kabupaten Labuhanbatu Utara

a) Penyadaran semua pihak terhadap perlindungan anak;

b) Pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuandperg-

undangan yang berlaku;

c) Pembinaan kerjasama dengan berbagai pihak;
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d) Pengumpulaan data dan informasi;

e) Penelahan dan pengkajian;

f) Peneriman pengaduan dan fasilitasi pelayanan;

g) Membangun jejaring kemitraan lokal, regional, nasio dan
internasional.

. Tugas pokok dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Momo
463/154/BKBPPPA/2015 Tentang Pembentukan KomisiifRRmgan

Anak Indonesia Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utaeanpunyai

tugas sebagai berikut :

a. Melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peratiarundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;

b. Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan anakat
terhadap kasus-kasus pelanggaran hak anak kepasalaphak yang
berwenang;

c. Melakukan pengkajian Peraturan Perundang-Undangeahijakan
Pemerintaah dan kondisi penduduk lainnya baik diabg sosial,
ekonomi, budaya, agama;

d. Menyampaikan dan memberikan masukan, saran daimparigan
kepada berbagai pihak terutama Bupati Labuhanbaamal)Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Instansi Pemerintah digket

Kabupaten;
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e. Mengumpulkan data dan informasi tentang masalalinpdengan
anak;

f. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraanndarfjan
Anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan, aturan, arahan, nacatau

pedoman dalam penyelengaraan program kegiatan, tegeapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaratuplan yang

telah digariskan melalui visi dan misi Komisi Pedungan Anak

Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Labuhanbatu aJt&ebijakan

yang akan diambil sebagai berikut :

a. Melaksanakan pengawsan terhadap kasus kekerasan datam
proses hukum

b. Menyediakan fasilitas Layanan sosial, Rehabilitasosi&,
Pendapingan Hukum, dan Pembinaan bagi korban.

c. Mendorong Aparat penegak hukum dalam proses huktas
kekerasan terhadap anak.

d. Peningkatan dan pemanfaatan Satgas Perlindungak Aisatiap
Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara

e. Memberikan masukan atau menyampaikan saran daimparigan
kepada berbagai pihak terutama Bupati Labuhanbadamal) DPRD,

SKPD terkait di Kabupaten
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f. Menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan anakgt
terhadap kasus masyarakat terhadap kasus pelangbiata Anak
kepada pihak yang berwenang.

4. Struktur Organisasi KPAID Labuhanbatu Utara

Gambar struktur organisasi KPAID Labuhanbatu Utdagpat dilihat

sebagai berikut:

Gambar 3.3

Struktur Organisasi
KPAID Kabupaten Labuhanbatu Utara

KETUA

Ahmad Ardiansyah Harahap, SH

WAKIL KETUA

Drs. Khairuddin Marpaung

SEKRETARIS

M. Ramadhan, S

POKJA POKJA POKJA POKJA
SOSIALISASI PENGADUAN PENGEMBANGAN PEMANTAUAN
T — DAN FASILITASI KERJASAMA EVALUASI

DAN PELAYANAN KELEMBAGAAN PELAPORAN
ADVOKASI DAN KEMITRAAN DAN

Aan S Arya PENGKAJIAN

Zaini Chaniago Panjaitan, SH Sukardi Nur i

! Sitompul, S.A Rahmi Milasari

P 9 Tanjung, S.Pd




BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian dilapangan, maka dieér berbagai data
mengenai pendapat narasumber. Dalam bab ini mé&apadeksripsi data
yang diperoleh selama penelitian yang berlangsungKantor Komisi
Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) melalmetode-metode
pengumpulan data yang telah disebutkan pada badlaheiu. Demikian juga
halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam tiapaitu; Bagaimana
Efektivitas Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indolae®Paerah (KPAID)
Dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Hak Perlinduigaak di Kabupaten
LabuhanBatu Utara.

Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawabmasalahan
secara mendalam, ada beberapa tahapan yang ditekyditu: Penelitian
diawali dengan pengumpulan data berupa gambaram lakerasan terhadap
perempuan, anak dan KDRT, data sarana dan prasgearpdimiliki oleh
KPAID Labura dan berbagai hal yang berkaitan dengarmasalahan yang
ingin dijawab.

1. Kekerasan di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pada Tahun 2017 sebanyak 50 kasus kekerasan teijdtabupaten
Labuhanbatu Utara yang ditangani oleh KPAID LabulBgrbagai bentuk
pelanggaran terhadap perlindungan anak terjadi abugaten Labuhanbatu

Utara dimulai pada bulan Januari sampai dengareMber.
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Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dapat dilgeata tabel di bawah
ini:
Tabel 4.1
Data Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak dan KDRT Thun 2017

Kabupaten Labuhanbatu Utara

No | BULAN JUMLAH KETERANGAN
KASUS
1 Januari 6 Kasus | 3 Kasus Pencabulan Terhadap Anak

1 Kasus Pemukulan Anak

1 Kasus Persetubuhan dan Pencabulan
Anak
1 KDRT

2 Februari 4 Kasus | 1 Kasus Pemecatan Anak Sekolah

1 Kasus Pemukulan Anak

2 Kasus Persetubuhan dan Pencabulan
Anak

3 Maret 5 Kasus | 1 Kasus Penelantaran Murid

1 Kasus Pelecehan Seksual

1 Kasus Pemerkosaan Anak dan Pelecehan

1 Kasus Persetubuhan dan Pencabulan
Anak

1 Kasus Penelantaran Anak

4 April 4 Kasus | 1 Kasus Penculikan Anak

1 Kasus Pelecehan Anak

1 Kasus Penganiayaan Anak
1 Kasus KDRT

5 Mei 6 Kasus | 1 Kasus Pemerkosaan Anak dan Pelecehan

1 Kasus Penganiayaan Ringan pada Angk

1 Kasus Pencabulan Terhadap Anak
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1 Kasus Penganiayaan Perempuan
Anak

1 Kasus Penganiayaan dilakuk

Perempuan

1 Kasus Persetubuhan dan Pencab
Anak

Juni

3 Kasus

3 Kasus Pencabulan Terhadap Anak

Juli

8 Kasus

3 Kasus Persetubuhan dan Pencab
Anak

2 Kasus Penelantaran Anak

1 Kasus Pelecehan Seksual Perempuan

1 Kasus Gangguan Jiwa pada Perempuz

1 Kasus Pemerkosaan Perempuan

Agustus

4 Kasus

1 Kasus Persetubuhan dan Pencab
Anak

dan

an

ulan

ulan

ulan

2 Kasus KDRT

1 Kasus Penelantaran Anak

September

7 Kasus

1 Kasus KDRT

2 Kasus Persetubuhan dan pencab
Anak

ulan

1 Kasus Pemecatan Anak sekolah

2 Kasus Kekerasan Fisik pada Anak

1 Kasus Penelantaran Keluarga

10

Oktober

2 Kasus

1 Kasus KDRT

1 Kasus Persetubuhan dan Pencab
Anak

lan

11

November

1 Kasus

1 Kasus Persetubuhan dan Pencal
Anak

pulan

Jumlah

50 Kasus

KASUS

JUMLAH
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PEREMPUAN 6
ANAK 38
KDRT 6

TOTAL 50

Sumber Data KPAID Labura
2. Sarana dan Prasarana KPAID Kabupaten Labuhanbatu Uara
Dalam melaksanakan fungsinya, KPAID tentu memenukarana dan
prasarana penunjang agar memudahkannya dalam eugkgal tugas. Sarana
dan prasarana yang dimiliki oleh KPAID Labura dapiihat dari tabel
dibawah ini :
Tabel 4.2

Sarana dan Prasarana KPAID Kabupaten Labuhanbatu Uara

No Nama Barang Jumlah
Mobil 1

Lemari Kayu

Kursi Kerja

Printer

Komputer PC

Q) O O | W N

2
-
Meja Kerja 7
1
1
1

Meja Komputer
Sumber Data KPAID Labura

KPAID juga memiliki Rumah Aman (Shelter), dan Haas dari Shelter

tersebut dapat lihat dari tabel berikut ini :
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Tabel 4.3
Fasilitas Rumah Aman

Kabupaten Labuhanbatu Utara

No Nama Barang Jih Barang
1 Sofa 1

2 Tempat Tidur Busa (Springbed) 1

3 Karpet 1

4 Meja Kerja 1

5 Kursi Kerja 1

6 Dispenser 1

Sumber Data KPAID Labura

Data yang di analisis dalam pembahasan pada baudatah data yang
diperoleh dari 5 orang narasumber sebagai samped yaewakili dalam
penelitian ini peneliti melakukan wawancara denfasrang narasumber yang
terdiri atas 2 orang pihak KPAID dan 3 orang maskat sebagai orangtua
korban.

3. Deskripsi Narasumber

Deskripsi narasumber berdasarkan jenis kelamin akakelompokan
menjadi dua kelompok, yaitu narasumber Laki — lalan narasumber
Perempuan. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuerisk masing — masing

kategori.



Tabel 4.4

Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase

1 Laki — Laki 4 80 %

2 Perempuan 1 20 %
Jumlah 5 100 %

Sumber Data Hasil Wawancara dengan Narasumber

Deskripsi narasumber menurut umur dapat di kelorapakenjadi dua
kelompok umur, yaitu narasumber dengan umur 30aB8rt dan narasumber
umur 40-48 tahun. Pada tabel 4.3 akan dijabarkakuénsi untuk masing-
masing kategori umur pada berikut ini :

Tabel 4.5

Deskripsi Narasumber Menurut Umur

No Umur Frekuensi persentase
1 30 - 38 3 60%
2 40 — 48 2 40%
Jumlah 5 100%

Sumber Data Hasil Wawancara dengan Narasumber

Penentuan

pemilihan dilakukan sengaja berdasarkan kriteritet¢u atau yang dianggap

narasumber

menggunakan

teknik  puposiviaandi

memiliki kemampuan berdasarkan tujuan penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, dapat di ketahui batesponden yakni Ketua

KPAID Labura berjumlah 1 orang atau 20% , Sekrstd&PAID Labura 1
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orang atau 20% dan masyarakat dimana sebagai twarigorban 3 orang atau
60%.
4. Data Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakudeseorang
kepada informan untuk diminta keterangan atau mési yang dibutuhkan
untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancaealalah sumber
informasi, sedangkan pewawancara adalah penggdbrmasi. Dalam
prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang daipgikukan. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancardividual dimana
wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedangyertanyaan yang
sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berikut ini adalah analisis data yang diperolehahelwawancara dengan
berbagai narasumber baik dari pihak KPAID maupursyaeakat sebagai
orang tua korban. Adapun daftar pertanyaan dalamaneaara ini disesuaikan
dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga paan kunci guna
menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun iasisaldatanya sebagai
berikut :

1) Tercapainya Tujuan dan Sasaran

Mencapai suatu tujuan merupakan kegiatan yang raey@d proses,
perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan nperigo sumber daya
untuk mencapai sasaran yang dapat diimplementasiealui program atau

formulasi kebijakan. Tujuan dari berdirinya Komi$lerlindungan Anak
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Indonesia Daerah (KPAID) adalah untuk meningkatkgngawasan hak- hak
perlindungan anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Narasungertama
selaku Ketua KPAID Labuhanbatu Utara yang dilakuksmda tanggal 15
Februari 2018 menyatakan bahwa sudah terpenuhiepggwasan terhadap
perlindungan anak di Labuhanbatu Utara, pengawgsag dilakukan oleh
KPAID adalah dengan melakukan sosialisasi ke seB&#D, Desa dan
Sekolah. Namun dalam memberikan pengawasan, KetBAIIX Labura
menyatakan “masih ada kendala yaitu tidak adany&a BRA di Polsek
Labuhanbatu Utara Aek Kanopan” diungkapkan bahwagde tidak adanya
unit PPA di Polsek Aek Kanopan menyulitkan merelkadach melakukan
tindakan bila terjadi kasus.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Narasumber kegdita Sekretaris
KPAID pada tanggal 15 Februari 2018 menyatakan Ilsahsudah
terimplemtasikannya UU No. 35 Tahun 2014 tentangirringan Anak serta
Perda Labura No. 2 Tahun 2013 tentang Perlinduniyaak dengan baik.
Namun dikatakan bahwa kendala yang di hadapi olBAIR adalah selain
tidak adanya unit PPA di Polsek Aek Kanopan tidakperatifnya orang tua
dalam pengaduan juga merupakan sebagai kendalatadBén Narasumber
bahwa orangtua masih mengganggap tabu atas kasgs tggadi kepada
anaknya sehingga jika terjadi pelanggaran hak mpauwhgan anak, oleh orang

tua hanya mendiamkan saja dan tidak adanya pengaayeada KPAID.
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Ketika hal ini ditanyakan kepada masyarakat yang@rumpakan
Narasumber ketiga selaku Orangtua Korban pada #dri2@ Februari 2018,
beliau mengatakan bahwa sebelumnya tidak mengetalanya KPAID.
Dikatakan bahwa mengetahui KPAID setelah kasus yangdi pada anaknya.
Setelah terjadi kasus pada anaknya beliau baru eta&mgi fungsi dari KPAID
dan mengatakan bahwa KPAID menjalankan tugasnyagaterbaik dan
tanggap pada setiap perkembangan kasus anaknya.

Hal serupa juga di katakan Oleh Narasumber keengelaku
masyarakat dan juga Orangtua korban pelecehan aetesthadap anak pada
tanggal 21 Februari 2018, dikatakan bahwa mengefahgsi KPAID setelah
terjadi kasus anaknya. Sebelum terjadi kasus amakallau hanya mengetahui
KPAID dari media. Dikatakan bahwa KPAID sangat mamio dalam
menangani kasus yang terjadi pada anaknya.

Hal senada juga disampaikan oleh Narasumber kedereku Orangtua
anak dugaan pemakaian narkoba Pada tanggal 22 d&elfl8 mengatakan
merasa bersyukur dengan bantuan KPAID anaknya dagratkolah kembali.
Namun dikatakan bahwa sebelum terjadi kasus anakiggk mengetahui
KPAID dan fungsinya.

Keterangan narasumber diatas dapat disimpulkaw®ahjuan KPAID
sebagai penyelenggara Perlindungan anak sudamtdrp&ujuan dan sasaran
KPAID dalam mengawasi hak perlindungan anak sudafalan, hanya saja
masyarakat belum mengetahu adanya KPAID sebelujadteikasus di

karenakan kurang informasi dan pengetahuan masstarak
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2) Adanya Strategi Pencapaian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam meningkgtkagawasan
hak perlindungan anak diperlukannya strategi pesmieapdari fungsi Komisi
Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) LabuleulJtara.

Ketika peneliti mewawancarai Narasumber pertamtuy@etua KPAID
Labuhanbatu Utara pada tanggal 15 Februari 2018yeren strategi KPAID
dikatakan bahwa KPAID membentuk Satgas KPAID di é&c&matan beserta
Desa. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyayakatjauh dari Kantor
KPAID jika terjadi pelanggaran anak untuk melakukpangaduan. Jadi
masyarakat yang jauh dari Kantor KPAID dapat lamgsmnelapor pelanggaran
tersebut kepada Satgas KPAID. Diungkapkan bahwd yasg didapat dari
pembentukan Satgas KPAID sudah cukup baik dan mekamemanfaat. Dari
pembentukan Satgas KPAID memudahkan KPAID memenfuligsinya
sebagai penyelenggara perlindungan anak.

Pada tanggal 15 Februari 2018 hal itu juga disakapaioleh
Narasumber kedua selaku Sekretaris KPAID Labuhanhttra. Dikatakan
bahwa selain pembentukan Satgas KPAID, KPAID jugdakukan berbagai
kegiatan untuk memberikan informasi tentang pentagadan Perlindungan
hak-hak anak dengan melakukan sosaialisai, membahho dan banner
himbauan tentang perlidungan anak.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Narasumber Kedggaku Orangtua
Korban pada tanggal 20 Februari 2018 sebagai orarag dari korban

diungkapkan bahwa pernah memelihat baliho tentarinpdlungan anak. Dari
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usaha yang telah dilakukan oleh KPAID beliau médtasasecara langsung
hasil usaha yang telah dilakukan dalam menangarsuskaanaknya.
Diungkapkan Narasumber bahwa merasa usaha KPAIRhsugtimal dan
sangat membatu kasus yang terjadi pada anakanya.

Kemudian peneliti kembali menanyakan mengenai usafaag
dilakukan oleh KPAID. Hal senada diungkapkan oleard¢umber keempat
selaku Orangtua Korban pada tanggal 21 Februar8,20ilingkapkan bahwa
KPAID cepat dan tanggap dalam menangani kasus gaakbiungkapkan
bahwa KPAID memberikan bantuan hukum atas kasu&ngaa Dikatakan
Narasumber bahwa merasa bersyukur dengan adanytDky#vg telah sangat
membantunya dalam menyelesaikan kasus yang tqrgadi anaknya.

Hal tersebut juga diungkapkan kembali oleh narasrkielima selaku
Orangtua Korban yang peneliti wawancarai pada tah@g@ Februari 2018
yang merasakan usaha yang dilakukan oleh KPAID Isugdimal. Dikatakan
bahwa Narasumber merasa bersyukur karena bantu&iDK&naknya yang
terancam dikeluarkan dari sekolah bisa bersekodahbiali.

Keterangan narasumber diatas dapat disimpulkan &dalsaha yang
dilakukan oleh KPAID sudah optimal. Dibuktikan damg pernyataan
masyarakat yang telah diwawancarai oleh penelgéhwa mereka merasakan
hasil dari usaha yang dilakukan KPAID.

3) Tersedianya Sarana dan Prasarana
Keefektivan suatu program juga tergantung padansadan prasarana

yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Kalemgan melihat sarana
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dan prasarana yang ada apakah sudah memadai &eantraalah sebaliknya,
sehingga dapat menghambat jalannya proses perigaduanak.

Untuk mengetahui apakah tersedia sarana dan pragara dimiliki
oleh KPAID, peneliti mencoba mewawancari hal tetsepada tanggal 15
Februari 2018 kepada Narasumber Pertama selakuaKe@ri KPAID
Kabupaten Labuhanbatu Utara. Diungkapkan bahwa KBPAlabuhan batu
mempunyai berbagai bentuk sarana dan prasaranagaelmntoh E-
Kekerasan, E-Kekerasan yaitu sebuah Aplikasi Onlyamg dibuat oleh
Kementrian PPPA RI yang digunakan untuk melapoidkam pengaduan kasus
kekerasan anak dan perempuan secara Online.

Hal senada juga diungkapkan oleh Narasumber keela#tis Sekretaris
KPAID Labuhanbatu Utara pada tanggal 15 Februarl820diungkapkan
bahwa selain E-Kekerasan KPAID Labuhanbatu Utaga jmemiliki sarana
dan prasarana lain yaitu terdapati8feelter(Rumah Aman) yang diperuntukan
untuk korban yang berada dalam proses hukum atehakoyang merasa takut
untuk pulang kerumah bisa tinggal sementar&tiglteryang disediakan oleh
KPAID Labuhanbatu Utara. KPAID juga melakukan MObnhgan RSUD Aek
Kanopan di peruntukkan jika korban mengalami tindiékerasan dan
diharuskan untuk visum. Selain sarana dan prasayang disebutkan diatas
Sekretaris KPAID juga mengungkapkan bahwa KPAIDpsm@aemberikan
bantuan hukum kepada korban yang berhadapan demgeum, selain itu
KPAID melakukan Rehabilitas Sosial untuk korbanndanpingan Psikolog

bagi korban yang mengalami kekerasan guna mengémbamnental korban.
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Bila diperlukan Reintegrasi Sosial oleh Korban KBAuga membantu proses
tersebut.

Hal itu dibenarkan oleh Narasumber ketiga selakanQtua Korban
ketika peneliti wawancarai pada tanggal 20 Febr2&18 bahwa KPAID
memberikan bantuan hukum dan turut ikut serta dataemangani kasus
anaknya. Dikatakan bahwa dengan adanya sarana d@sana tersebut
membuat kasus anaknya ditangani dengan tepat daat.adikatakan bahwa
dengan adanya sarana dan prasarana tersebut megukijerja KPAID
menjadi lebih baik dan merasa bahwa fungsi KPAIldau efektif sebagai
lembaga pelindung dan pengawas anak.

Hal senada juga dikatakan oleh Narasumber keengbakis Orangtua
Korban yang peneliti wawancarai pada tanggal 21rdab 2018 dikatakan
bahwa KPAID menawarkan Rumah Aman untuk anaknyapsarkondisi
anaknya kembali normal. Dikatakan bahwa dengan yadasarana dan
prasarana yang dimiliki oleh KPAID membuat kine§®AID menjadi lebih
baik dan merasa efektif fungsi dari KPAID dalam megani kasus yang
terjadi pada anaknya.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai sadam prasarana
KPAID kepada Narasumber kelima pada tanggal 22ufebr2018 dikatakan
bahwa Narasumber merasakan sarana dan prasaragadyaiiki KPAID
dalam menangani kasus anaknya. Menurut Narasundrgyad adanya sarana

dan prasarana yang dimiliki oleh KPAID sangat me¢ang kinerja KPAID
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sebagai penyelenggara perlindungan anak dalam taekgn tugasnya
sebagai pelindung dan pengawas perlindungan anak.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dendagberapa
narasumber mengenai sarana dan prasarana yangkdiohdh KPAID dapat
disimpulkan bahwa sarana dan prasarana tersedia diesakan oleh
masyarakat sebagai orang tua korban, dan dengaat dépmpilkan bahwa
sarana dan prasarana sudah tersedia dan dirasakarfaatnya oleh

masyarakat.

B. Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitianyaitu bagaimana
efektivitas fungsi Komisi Perlindungan Anak IndoizedDaerah (KPAID)
dalam meningkatkan pengawasan hak — hak perlinduagak di Kabupaten
Labuhanbatu Utara maka penulis akan menganalisisi@elata yang diperoleh
dari hasil penelitian seperti yang disajikan padayajian data.

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikurkpn| baik melalui
studi pustaka, wawancara dengan narasumber yarayagikan seperti dari
Ketua dan Sekretaris KPAID dan masyarakat selalangrtua korban yang
melakukan pengaduan kepada KPAID. Data yang teladraleh oleh penulis
telah disusun secara sistematis pada bagian sebgdumbaik melalui
wawancara, observasi di lokasi penelitian dan jagéa sekunder berupa
berkas maupun catatan-catatan yang diperoleh edildipangan sebagai data

pendukung dari penelitian ini.
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Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisigahg efektivitas
fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia DaerahPAD) dalam
meningkatkan pengawasan hak — hak perlindungan atialkkabupaten
Labuhanbatu Utara. Dalam melakukan analisis, datey felah disajikan pada
bagian selanjutnya akan disesuaikan dengan mengguanigeori-teori yang
berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian @hingga analisis yang
dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

Efektivitas berarti tercapainya sasaran, targetjualu dengan
menggunakan waktu sesuai dengan apa yang direremarssgbelumnya tanpa
mengabaikan mutu. Efektivitas menjadi sebuah kongepg penting dalam
suatu organisasi karena efektivitas memberikan @aarb mengenai
keberhasilan organisasi untuk mencapai sasarandia hasil kegiatan
semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi tefiscksnya. Dalam
penelitian ini, efektivitas yang dimaksud adalalek#éfvitas fungsi Komisi
Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam nimgkatkan
pengawasan hak-hak perlindungan anak. KPAID sebsajah satu organisasi
pelaksana perlindungan anak harus memberikan irdsirrfasilitas, sarana dan
prasarana yang mendukung kelancaran pengawasandp@dan anak agar
pengawasan tersebut dapat dinilai efektif karen@aatdaencapai tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukakagitor KPAID,
secara umum efektivtas fungsi KPAID yang telahakbbnakan di

Labuhanbatu Utara dapat dinilai efektif. Hal iturliteat dari pengawasan
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perlindungan anak yang dilakukan oleh KPAID dalaenangani setiap kasus
yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hal juga didukung oleh

sikap masyarakat yang menunjukkan apresiasi dinpama orang tua korban
merasa terbantu dengan adanya KPAID dalam menatkgans anaknya dan
merasakan hasil dari usaha yang dilakukan KPAIDamamengawasi hak
perlindungan anak.

Gambaran dari pelaksanaan fungsi yang efektif ad&lagsi yang
dilaksanakan dapat tercapainya tujuan dan sasadamya strategi pencapaian
dan juga tersedianya sarana dan prasarana.

1. Tercapainya Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bdbwngsi Komisi
Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam nimgkatkan
pengawasan hak — hak perlindungan anak di Kabupaabnhanbatu Utara
sudah mencapai tujuan dan sasarannya sebagai lampeaggawas dan
penyelenggara perlindungan anak. Dibuktikannya deng sudah
terimplemtasikannya Undang-Undang Nomor 35 Tahunl42Qentang
Perlindungan Anak serta Perda Labura Nomor 2 TaR043 tentang
Perlindungan Anak dengan baik. Dan sudah mengetgaunasyarakat akan
fungsi dan tujuan KPAID sebagai lembaga pengawas penyelenggara
perlindungan anak.

Namun masih ada kendala yang dihadapi oleh KPAIDamda
melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan peggeal@ perlindungan

anak untuk mencapai tujuan dan sasarannya yaitgasetidak tersediannya
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Unit PPA di Polsek Aek Kanopan dan juga kurang levapifnya orang tua
dalam hal pengaduan ke KPAID. Selain hal tersehutkgnya informasi
masyarakat mengenai KPAID juga menjadi hambatankuntemaksimalkan
pencapaian tujuan dan sasaran akan fungsi KPAID.

2. Adanya Strategi Pencapaian

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan batvedegi dalam
pelaksanaan fungsi KPAID sudah tercapai dengan W#kktikan dengan
dibentuknya Satgas KPAID yang di bentuk untuk 8 d&eatan yang ada di
Labuhanbatu Utara.

Berdasarkan data dan pengamatan peneliti selanagpatigan maka
diketahui bahwa masyarakat yang notabenenya oraiag kbrban sudah
merasakaan hasil dan manfaat yang telah dilakukah &PAID dalam
menangani kasus yang terjadi pada anak masyarmisaibiut.

Hasil tersebut menunjukan bahwa strategi yang dkak oleh KPAID
memberikan manfaat dalam menjalankan fungsi daastugp sebagai lembaga
pengawas dan penyelenggara perlindungan anak.

3. Tersedianya Sarana dan Prasarana

Keefektivan suatu organisasi tidak terlepas dase@ianya sarana dan
prasarana. berdasarkan hasil penelitian yang tditkukan oleh peneliti
selama dilapangan bahwa sarana dan prasarana gandi &antor KPAID
sudah tersedia dengan baik dan dirasakan oleh maksyayang notabenenya
merupakan orang tua korban. Hal itu dibuktikan dengdanya Rumah Aman

(shelter) yang dimiliki KPAID sebagai rumah berlimd) untuk sementara bagi
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korban. Selain itu masyarakat pun juga merasaksifités yang diberikan oleh
KPAID dalam menganangani kasus anaknya.

Tersedianya sarana dan prasarana yang dimiliki okPAID
menunjang kinerja KPAID dalam menjalankan fungsn dagasnya sebagai
lembaga pengawas dan penyelenggara perlindungdn Beagan demikian
dapat disimpulkan bahwa fungsi KPAID sudah efekafena tersedia dan
tersalurkan dengan baik sarana dan prasana yanglikiinkepada

masyarakat.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diiken pada bab-bab
sebelumnya tentang Efektivitas Fungsi Komisi Peidimgan Anak Indonesia
Daerah (KPAID) Dalam Meningkatkan Pengawasan Hak-Rarlindungan
Anak di Kabupaten Labuhanbatu Utara maka dapatiklikesimpulan bahwa
secara garis besar fungsi KPAID sudah berjalamgaeiaik dan efektif.

Tercapainya tujuan dan sasaran fungsi Komisiifterhgan Anak
Indonesia Daerah (KPAID) Labuhanbatu Utara dalam ningkatkan
pengawasan hak — hak perlindungan anak yang sudaip daik. Tercapainya
tujuan dan sasaran yang dimaksud adalah sudah tabuogeya maskayarakat
tentang fungsi dan tujuan KPAID sebagai lembaga gpemas dan
penyelenggara perlindungan anak. Namun, dalam matekan fungsinya
terdapat kendala yang dihadapi KPAID yaitu dengdaktadanya Unit PPA di
Polsek Labuhanbatu Utara dan juga tidak koopemaiflorang tua serta
kurangnya informasi masyarakat tentang KPAID sebdierjadi kasus kepada
anak.

Strategi pencapaian yang dilakukan KPAID sudahupubaik. Hal itu
dibuktikan dengan usaha usaha yang dilakukan KPA#lam memberikan
pengawasan terhadap setiap kasus yang terjadi dyarekat Labuhanbatu
Utara. dan usaha yang dilakukan oleh KPAID dirasdamgsung manfaatnya

oleh masyarakat yang juga sebagai orang tua korban
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Tersedianya sarana dan prasarana yang dimilikhn ®{®AID juga

menunjang kinerja KPAID dalam memberikan pengawas@nhadap

perlindungan anak diLabuhanbatu Utara. sarana damsapa yang tersedia

meliputi E-Kekerasan, Rumah Aman, dan segala banyaag disediakan oleh

KPAID dalam menangani setiap kasus yang terjadiathuhanbatu Utara.

B. Saran

Berdasarkan dengan hal — hal yang telah dikemukakatas maka

penulis memberikan saran — saran sebagai berikut :

1. Agar fungsi dan tujuan KPAID dalam meningkatkamgewvasan lebih

efektif, seharusnya KPAID lebih memberikan sos&dis kepada
masyarakat dimana harus melapor jika terjadi kedaraerhadap anak
maupun perempuan. Karna sebagian dari masyarakahleengetahui
kemana harus melapor jika terjadi pelanggaran temaanak dan
perempuan. dan pengawasan yang dilakukan KPAID tddipperketat
mengingat banyaknya kasus kekerasan yang terjadia p@mak. Dan
untuk memaksimalkan peran dan fungsinya diharagkBAID dapat
bekerja sama dengan lembaga lain dan masyarakak $aima sama
memberikan pengawasan terhadap perlindungan anak.

. Strategi yang dilakukan oleh KPAID sudah tercapanghn baik,
namun hendak lebih meningkatkan lagi usaha - usargy telah
dijalankan dan memaksimalkan peran dan fungsi Saygag dimiliki
oleh KPAID agar pengawasan terhadap perlindungak sgang berada

di daerah yang jauh dari Kantor KPAID dapat tergersepenuhnya.
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3. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPAID sublaik dan cukup
memadai untuk menunjang KPAID dalam melaksanakarmgdudan
tugasnya, namun untuk lebih baik lagi agar ditinrgaa sarana dan
prasana. Agar dapat memberikan pengawasan yan@ikedalam

menangani kasus-kasus yang terjadi di Labuhanb&ttal
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di Kabupaten Labuhanbaru Utara” sesuai dengan Surat Dekan No. /KET/IL.3-AU/UMSU-
03/F/2018 tertanggal 10 Januari 2018 Tentang Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa.

STOP KEKERASAN TERHADAP ANAK...!!!

Aek Kanopan, 26 Februari 2018

KOMISI PELINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID)
UHANBATU UTARA

Tembusan :

1. Kepada Yth Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan
2. Kepada Yth,Ibu Kepala Dinas PPPA Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan




